BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,
2017 tentang Anggaran Pendapatan
Penjabaran Anggaran

gahwa me{menuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
PandBelan_]a Daerah T-ahun Anggaran 2018, periu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
endapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun

blik Indonesia Tahun 1945;
(Lembaran Negara

entukan Daerah Tingkaf II Bengkayang

Lembaran Negara Nomor 3823);
ara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
9 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Anggaran 2018;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repu

mor 10 Tahun 1999 tentang Pemb
r 60, Tambahan
garaan Neg

Tahun 199

Undang-Undang No
(Lembaran Negara Republik Indonesi

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomo
or 28 Tahun 1999 tentang Penyeleng
(Lembaran Negara Republik Indonesia

uangan Negara
lik Indonesia Nomor 4286);
n Negara Republik Indonesia

haraan Negara (Lembara
lik Indonesia Nomor 4355);

a Tahun

Undang-Undang Nom
Kolusi dan Nepotismeé
Republik Indonesia Nomor 385 1);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ke
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repub
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenda
Tambahan Lembaran Negara Repub

Tahun 2004 Nomor 3,



10.

11.

12,

13.

14.

15.

an Tanggung Jawab Keuangan Negara
Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan d

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
g Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

Nomor 4400); -
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentan
a
g Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, T:
gara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentan
(Lembaran Negara Republik

Nomor 5049);
(Lembaran Negara
omor 5234);

Pemerintahan Daerah (Lembaran Ne
Republik Indonesia Nomor, 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia N
(Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-
Republik
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
aran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemb
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567 9);
ntang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
gara Republik Indonesia

S tentang Dana Perimbangan (Lembaran Ne

Indonesia Nomor 4028);
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
gan Daerah (Lembaran Ne

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 200
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
005 tentang Sistem Informasi Keuan
gara Re

Nomor 5155);

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
embaran Negara Republik

ntang Pengelolaan Keuangan Daerah (L
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 te
Lembaran Negara Republik Indonesia

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
10,



16.

1i7.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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26.

Peratur_an Pemen_'ntah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemfer.'mtah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokck Pengelolaan Keuangan

: Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Bengkayang;



Menetapkan

27. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentan
Bengkayang Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

2. Belanja

Jumlah Pendapatan

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai
Belanja Bunga
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Keuangan kepada
Pemerintahan Desa/dan Partai Politik
Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja Tidak Langsung

Provinsi/Kabupaten/Kota,

Rp.
Rp.
Rp.

52.613.037.000,00

- 788.377.375.000,00

158.447.847.000,00

g Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

404.898.296.879,00
1.100.000.000,00
9.916.900.000,00
26.840.799.000,00
155.453.344.196,00

2.000.000.000,00

Rp. 999.438.259.000,00

Rp. 600.209.340.075,00



b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal
Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja

Surplus/ (Defisit)

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 2

Rp.  574.878.918.925,00
Rp. 1.175.088.259.000,00

Rp. (175.650.000.000,00)

Rp. 50.728.845.130,00
Rp. 192.767.516.103,00
Rp. 331.382.557.692,00
Rp. 220.000.000.000,00
Rp. 44.350.000.000,00

Rp.  175.650.000.000,00
Rp. 0,00

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :
Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD;
Ringkasan Penjabaran APBD Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alkokasi Hibah Yang Diterima;

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosiai Yang Diterima.
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2. Lampiran Ia
3. Lampiran I
4. Lampiran III
5:

Lampiran IV

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peratu
aerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kerja Perangkat D

Pasal 3

ran ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
Agar sctlap.orang mengetahuinya, memerintahkan. Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bengkayang

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 3 Januari 2018

> A2 v ™
> S

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2018 NOMOR 1



